BUPATI JEIMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 1Y ‘TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAS], TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JliV BER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka inipl mqnta51 Prograrh Prioritas Nasional
Penyederhanaan-; B1rol<ra i, dnpapdang perlu melakukan
perubahan/tcrluadapﬁ Kedn ldukan 1 spéunan organisasi, tugas
dan - Fﬁngsr serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan
Per‘d?gangah Kabupaten Jember;

P e b ba wa |Peraturaﬂ Bupatl Nomor 22 Tahun 2021 tentang
- kedudukan, Susunan Orgenisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
7 = Kerja Dm’as Perindustrizn ian Perdagangan Kabupaten Jember
- [ \sudah tidak sesuai c¢engan perkembangan peraturan

e perundang- undangan, sebingga perlu disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan perfimbangan sebagaimana dimaksud
- dalam huruf a dan hurif b, perlu menetapkan Peraturan
7 Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
o Fungsi Serta Tata Kerja D.nas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Jember;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-und:ngan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nonwor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang lMomor 15 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lenibaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Le nbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang llomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonetia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemecrintah Nomcr 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Le nbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 6402);

S.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Neger Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 nomor 63, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerin'ah Nomor 17 Tahun- 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah NomOr i1 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegavai Negeri- S1p11 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun -2020 nomor 68 tambahan
Lembaran Negara Republik. ndonema Nomor' 6477), |

6. Peraturan Pememntah Nomor 12 Tahun - 2017 tentang
Pembinaan - dam Pengawasan Pemennte(h Daerah (Lembaran
Negara Repubhk Indone'na Tahun. 2017 Nomor 73, Tambahan

/Lembaran Negax:a Repubhk ndonesia Nomor 604 1);

7 Perdtgran'Prqsldlc:n Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
,H‘Pclafkganaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
l’Pembentukan Peraturen Perundang-undangan (Lembaran

; rNegara Republik Indcnesia Tahun 2014 Nomor 199),
gt sebagamana telah diubah cengan Peraturan Presiden Nomor 76

" Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 186);

8. Peraturan Menteri Dalan. Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018;

9. Peraturan Menteri Perdagaingan Nomor 96 Tahun 2017 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota yang metlaksanakan Urusan Pemerintahan
Bidang Perdagangan,;

10. Peraturan Menteri Perindus trian Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota yang meclaksanakan Urusan Pemerintahan
Bidang Perindustrian;

11. Peraturan Menteri Dalani MNegeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang
Pembinaan dan Pengendaliiin Penataan Perangkat Daerah;



12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Norior 25 Tahun 2021 Tentang
Penyederhanaan Struktur Crganisasi Pada Instansi Pemerintah
Untuk Penyederhanaan Firokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomcor 546);

13. Peraturan Daerah Kabupatien Jember Nomor 3 Tahun 2016
tentangPembentukan darn  Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaen Jember Tahun 2016 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERD/AGANGAN KABUPATEN JEMBER.

BAB1
KETENTUAN 1JMUM
Pasal 1

[

Dalam Peraturan Bupati ini yang dlrnakslud dengan

1. Daerah adalah Kabupat=n Jember N

2. Bupati adalah- Bupat1 Je imber: | L

3. Sekretaris leaerah adelah~ Sekrbtams~ Uaerah Kabupaten
\le beﬂl r :

A%

|

|

|

iseb t’[f )inas| adhlab Dinas Perindustrian dan Perdagangan
// \ L{ibl'l aten Jember.
L cpal IL/Dmas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan
[ Perdagangan Kabupaten Jember.
6 Sekretariat adalah Sec<retariat Dinas Perindustrian dan
- Perdagangan Kabupaten Jember.
— 7. Kepala Bidang adalih Kepala Bidang pada Dinas
Perindustrian dan Perdiigangan Kabupaten Jember.

8. Kepala Sub Bagian ad¢lah Kepala Sub Bagian pada Dinas
Perindustrian dan Perdiigangan Kabupaten Jember.

9. Jabatan Fungsional ad ilah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

10. Pejabat Fungsional adilah Pegawai ASN yang menduduki
Jabatan Fungsional paca instansi pemerintah.

11.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah UPTD Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Jember.

12.Kepala UPTD adalah Xepala UPTD di lingkungan Dinas
Perindustrian dan Perdigangan Kabupaten Jember.

13.Anggaran Pendapatan ¢ an Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Jember.

1 sif’en Hi\lstrlan dan* ’Perdagangan yang selanjutnya



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUMNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Keduduken
Pasal 2

Dinas merupakan unsur selaksana urusan pemerintahan di
bidang perindustrian dar urusan pemerintahan di bidang
perdagangan.
Dinas dipimpin oleh Kerala Dinas yang berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.
Dinas sebagaimana dimak:iud pada ayat (1), mempunyai tugas
melaksanakan  urusan  pemerintahan yang  menjadi
kewenangan di bidang periadustrian dan urusan pemerintahan
di bidang perdagangan.
Dinas dalam melaksanakai tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), menyelenggarakar fungsi:
a. perumusan kebijakan (laerah di bidang penndustnan dan
perdagangan,;
b. pelaksanaan kebijakan daerah d1 bldang perindustrian dan
perdagangan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah d1 bidang
perindustrian dan perd‘ tgangan, ‘-
d. pelaksanaan ‘administrasi_dinas d1 bldang permdustnan
dan,perdagangan dan
€ |pe1aksanaan fungsi lair. yang dlbcnkan oleh Bupati terkait
.\ | .dengan tlfgas dan fungsi serta tugas pembantuan.

‘ ‘; P Baglan Kecdua
_'_~~ Susunan Organisasi
s Pasal 3

Susunan organisasi Dinas ‘erdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri atas :
1. Sub Bagian Umurm can Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencar aan, Pelaporan dan Keuangan

c. Bidang Perindustrian terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional;

d. Bidang Perdagangan, terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional;

e. Bidang Sarana dar P-asarana Industri dan Perdagangan,
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional,

f. UPTD ; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh {lekretaris yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang dipimpin oleh Kepela Bidang yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepesda Kepala Dinas.



(4) Sub Bagian dipimpin olch Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sek:etariat
Pnsal 4

(1) Sekretariat sebagaiman: «limaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf b, mempunyai tugis merencanakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan dan m:ngendalikan kegiatan administrasi
umum, kepegawaian, per engkapan dan aset, penyusunan
program dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh
Kepala. Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tuga: sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sekretariat, mempunya fungsi:

a.

b.

penghimpunan baha1 pelaksanaan program. kerja dari
bidang-bidang guna penyusunan laporan tahunan;
pengkoordinasian penyusunan- . - program dan
penyelenggaraan tuge.s- tugas bldang sécara terpadu;
Pelaksanaan penyusunanlrencana kerya dan program
kegiatan dinas; ! - -
penghlmpunan danI )engkoordlna31an penyusunan data
mformasn, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan

~“kegidtan dinds;

. fﬁénlycl -n‘fg,véraan anilisa kebutuhan barang, analisa
\ kébuduh n Jpemehhau aan barang;

pérﬁgélolaan dan pemeliharaan barang inventaris dinas,

,’,1nVentar151r barang, pengamanan serta pemanfaatan
barang yang dikuesa oleh dinas;

pelaksanaan  wusan administrasi umum  dan
Kepegawaian, penatausahaan keuangan dan barang,
penyelenggaraan urusan rumah tangga dinas, perjalanan
dinas;

pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan
kinerja organisasi dinas;

pelaksanaan monitcring dan evaluasi organisasi dan
tatalaksana;

pengelolaan kearsipen dinas; dan

penyusunan  lapcran pertanggungjawaban  atas
pelaksanaan tugas.

Ddaragraf 1
Sub Bagiap Umum dan Kepegawaian
Pasal 5

Sub Bagian Umum dan lepegawaian sebagaimana dimaksud

dalam pasal 3 ayat (1) hur af b angka 1, mempunyai tugas :



a.

h.

menyiapkan adminisiresi surat yang meliputi penerimaan,
pengiriman dan pendist iibusian surat;

menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan
pengelolaan kearsipan Dinas;

menyiapkan bahan p:nyelenggaraan rapat-rapat dinas,
perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan
kebersihan lingkungan Dinas serta  pelayanan
kerumahtanggaan lainnya;

menyiapkan bahan tclaihan dan pelayanan informasi;
menyiapkan dan menggoordinasikan penyusunan analisis
jabatan dan analisis behan kerja di lingkungan Dinas;
menyusun rencana k:butuhan barang dan kebutuhan
pemeliharaan barang;

melaksanakan pelayanin administrasi dan melaksanakan
pengadaan, pemeli1araan dan pendistribusian
peralatan/perlengkapai kantor ;

melaksanakan kegialar. penatausahaan, pengamanan dan
perlindungan aset/bare ng milik daerah;

melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan
kepegawaian dan penyclenggaraan tata usaha kepegawalan
lainnya; ) [

menyusun laporan per tangg\fngjhwaban atas pelaksanaan
tugas; dan | | \

melaksanakan , nlugus|‘-:ugas‘ lam yang :.dlerlkan oleh

Sekretaris. '
1 !
i

j '\, Daragraf 2

A Pasal 6

o] |

l i }§up} rgia‘ﬂh ;Pgrencan aan, Pelaporan dan Keuangan
. ‘

L

\Sub Bagian Perencinaan, Pelaporan dan Keuangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2,
mempunyai tugas :

a.

melaksanakan pengunpulan bahan dan pengkoordinasian
penyusunan perencalaan strategis dan perencanaan
tahunan OPD;

melaksanakan penguiapulan, pengolahan dan penyajian
data informasi OPD;

melaksanakan koordinasi pelaksanaan input data pada
system informasi perer canaan dan pelaporan daerah;
melaksanakan pengunipulan bahan dan pengkoordinasian
penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan
pemerintahan dan Japoran pertanggungjawaban OPD,;
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
melaksanakan koordinasi penyusunan dan pengumpulan
perjanjian kinerja linglup dinas;

menyiapkan bahan mnitoring, evaluasi dan pengendalian
pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;

menyiapkan bahan Jlan pengkoordinasian penyusunan
rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran;



(1)

h. melaksanakan pengcloiaan anggaran belanja langsung,

belanja tidak langsung, penerimaan retribusi yang menjadi
kewenangan Dinas;

i melaksanakan Koordinisi pelaksanaan input data pada
system informasi keuan zan daerah;

j. melaksanakan koordina si penatausahaan keuangan;

k. melaksanakan verifikasi harian atas pertanggungjawabar
keuangan,

. melaksanakan verifiliasi  kelengkapan administrasi
permintaan pembayarai;

m. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian rekonsilisasi data
keuangan secara per:od k dengan BPKAD;

n. menyiapkan bahan menitoring realisasi penerimaan dan
pengeluaran;

o. mengumpulkan baian, pengkoordinasian dan
menindaklanjuti lapera hasil pemeriksaan;

p. melaksanakan Koord'nasi dan penyusunan laporan
keuangan; dan

q. menyusun laporan per-anggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Bagian Ke’dﬂa
Bidang Perindustrian
~ Tasal7 B

Bidang Perindustrian s=bigaimana. dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf c, mempunyal tugas merencanakan,
melaksanakan dan meng} oordinasikan kegiatan pemantapan
pembangunan . sumberdeya  industri, pengendalian  dan

pengawgs_a/n?’f’lﬁdustri, k:rjasama, dan promosi investasi
_industri serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

@

__Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tuges sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Bidang Perindustrian riempunyai fungsi meliputi:

a. pelaksanaan pengus ian dan pertimbangan teknis
penunjukan, perudaian status, fungsi, pengelolaan
industri Kecil dan Menengah serta pembinaan dan
pengembangan industri Kecil dan Menengah ;

b. penetapan Rencana embangunan Industri Kabupaten,
Bimbingan Teknis fembinaan, pengembangan sarana
usaha, produksi,peningkatan mutu hasil produksi,
pengawasan mutu. diversifikasi produk dan inovasi
teknologi di bidang industri Kecil dan Menengah serta
pembinaan dan pengernbangan industri;

c. pelaksanaan pemberien pertimbangan teknis, pengesahan,
koordinasi dan pengav-asan pelaksanaan industri Kecil dan
Menengah serta perntinaan dan pengembangan industri;

d. pelaksanaan pemberien pertimbangan teknis penilaian dan
pengesahan industri Kecil dan Menengah serta pembinaan
dan pengembangan inlustri;



e. penyiapan monitoring, ovaluasi, pengawasan, analisis iklim
usaha dan peningkatar kerjasama dunia usaha di bidang
industti Kecil dan  Menengah serta  pembinaan dan
pengembangan industri

f.  penyusunan rencana pengembangan  wilayah  pusat
pertumbuhan industri - dalam rencana tata ruang dan

wilayah;
g pelaksanaan koordinasi penjaminan ketersediaan dan
penyaluran ~ sumber  daya  alam,  pengembangan,

peningkatan pengusihe dan mengoptimalkan pemanfaatan
teknologi industri di wiliyah kabupaten/ kota;

h. pemfasilitasian pengemoangan dan pemanfaatan kreatifitas
dan inovasi masyoracat dalam membangun industri,
fasilitasi ketersediaan osembiayaan yang kompetitif untuk
pembiayaan industri

i. pelaksanaan koordinas pelaksana penertiban [UI kecil, TUI
menengah, IPUI;

j. pelaksanaan koordinasi dalam  rangka pembinaan
pengelolaan manajenier. limbah Industri;

k. pelaksanaan koordiras, integrasi dan sinkromisgsi industri
Kecil dan Menengah scrta pembinaan dan pengembangan
industri; Lo : R L

1. Perumusan kebijak id‘z,a\e‘r]ahl !di ‘bidarig | pengawasan,
promosi investasi ind astri, p mbangunan 'sumber daya
industri, dah ‘pemberd: L})aad indusci‘*i;t

m._quaksa"lhaaH kebijakan daerah di bidang pengawasan,

I promosi 'i_n\ie:‘sta‘si‘ industri, pembangunan sumber daya

FA i’hl,dl:lﬁltq, dan Pgr‘nberdayaan industri;
o }?g‘la;k§apaah evaluasi lan pelaporan kebijakan daerah di
[ “\| -bidang - pengawasan promosl investasi  industri,
:' | -pembangunan sumber daya industri, dan pemberdayaan
industri;dan
0. penyusunan lapor«n pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.

{

Bagiian Ketiga
Bidang Perdagangan
asal 8

(1) Bidang Perdagangan scb:gaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf d, niempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan
dan pengembangan pasar, penggunaan dan pemasaran produk
lokal, pengawasan barang beredar, Pengendalian barang pokok
dan penting serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Perdagangar nm empunyai fungsi meliputi:

a. perumusan kebijakan daerah di bidang pengembangan
perdagangan dalam e eri;

b. pelaksanaan kebijakar. daerah di bidang pengembangan
perdagangan dalam ey eri;



-

i

| /

!
|

/

C.

d.

€.
f.

g.

h.

i

f.

g.

h.

i.

pelaksanaan bimbinga1 teknis dan supervisi atas
kebijaka1  di bidang  pengembangan

pelaksanaan
perdagangan dalam negel;
pemantauan, —pengawesan, evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan di biclang pengembangan perdagangan

dalam negeri;
pelaksanaan administras i Dinas Perdagangan Kabupaten;

penyusunan rencana kegiatan di bidang Perdagangan;
pembinaan, pengawasail, monitoring dan evaluasi dalam
rangka pelaksanaan ekomendasi perijinan dan non
perijinan di bidang perde gangan;

pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi dalam
penyelenggaraan pengav asan barang beredar;
penyelenggaraan, pernbinaan dan pengawasan, monitoring
dan evaluasi kegiatan in ormasi pasar dan stabilisasi harga;
pelaksanaan koordinasi, pembinaan penyelenggaraan
perdagangan berjangka <omoditi, sistem resi gudang, pasar
lelang dan pasar tradisicnal ;

pengelolaan sarana is ribusi perdagangan,. memveriﬁkasi
perencanaan pembangunan dan pengelolaan sarana
distribusi perdagangan mengl;o_ordiriésikan pelaksanaan
monitoring pembangunan sarana distribusi perdagangan;
pelaksanaan pembinain terhadap pengélola sarana
distribusi perdagangan 1aasyarakat;

pelaks_‘ana’a{ﬁ ““koordinasi dengan pihak terkait untuk
mqnjamln “Ketersedinar barang- ‘kebutuhan pokok dan

T '{b;él‘répg""peﬁ;’cfihg\v. di tingket daerah;

i fpbﬂa s:aria(é,m‘ . pemantiuan harga terhadap  barang

!

by
i
A

plalieanaan

| ikpbqtﬂ'lh‘;a}p,pokék dan penting di tingkat pasar, pemberian

ayanan-informasi harge melalui sistem aplikasi;

1/ f k,/tpeléksanaan operasi pasar dan pasar murah dalam rangka

',

- /"

1.

stabilisasi harga bahan jokok dan barang penting;
pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida di tingkat
kabupaten dalam melakukan pelaksanaan pengadaan,
penyaluran dan pengguaannya;

m. penyusunan standar op :rasional prosedur bagi perijinan,

n.

0.

pelaksanaan bimbinga1 teknis di bidang kelembagaan
usaha, perdagangan jisa usaha dagang asing, keagenan
dan pendaftaran perusehaan; dan

penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Bagian Keempat

Bidang Sarana dan Prasarana Industri dan Perdagangan

Pasal 9

(1) Bidang Sarana dan Prasarana Industri dan Perdagangan
sebagaimana dimaksud lalam Pasal 3 ayat (1) huruf e,
mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan
mengkoordinasikan, menyusun rencana program kegiatan



Pembangunan Sarana dan Prasarana Industi dan Perdagangan
serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tuga: sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Sarana dan Prasarana Industri dan Perdagangan
mempunyai fungsi meliputi :

a.

b.

penyusunan rencana kerja di bidang Pembangunan Sarana
dan Prasarana Industri lan Perdagangan ;

Penyiapan bahan pe¢rumusan kebijakan di bidang
pembangunan sarana dan prasarana Industri dan
Perdagangan,

Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana
dan prasarana Industri (lan Perdagangan;

Penyiapan bahan cvaluasi dan pelaporan di bidang
pembangunan sarana dan prasarana Industri dan
Perdagangan; dan

penyusunan laporan petanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

BAB IV T
Unit Pelaksara Teknis Daerah
Pasal 10 :

(1) UPTD mempunyai . tugas merﬁbapfu‘ peléks'éna}én/ sebagian

tugas Dinas. -~ |
|

{

(2) UPTD dipifipin oleh scorang Kepala yang berada di bawah dan

!

?T{gglﬁh !ja,\jall\a"’ kepada KepalaDinas.
Din pak ri*kl?s';ﬁk_a $iB.

%1

ymlah] [N /éﬂ}gl‘étur',' ‘Susunan Organisasi dan uraian tugas

b /fy’mlgjm UPTD diatur de:1igan Peraturan Bupati.

EABYV
KELOMPOK JAEBEATAN FUNGSIONAL
Pssal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan
kegiatan sesuai dengan bidan j tenaga fungsional masing - masing
berdasarkan ketentuan peratiran perundang - undangan.

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1), huruf c, huruf d dan huruf e, terdiri atas
sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok
jabatan fungsional sesuai ilengan bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat. (1) dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi
pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang
tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.



(3) Subkoordinator ~sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam
penyusunan rencana, selaksanaan dan pengendalian,
pemantauan dan evalvas, serta pelaporan pada masing-
masing uraian fungsi.

(4) Subkoordinator ~sebageimana dimaksud pada ayat (2
ditetapkan oleh pejaba’ Pembina kepegawaian atas usulan
pejabat yang berwenang.

(5) Ketentuan mengenai none nklatur dan tugas sub koordinator
ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugas dan funginya, Kepala Dinas,
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok
Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisas:, baik dalam lingkungan masing-
masing maupun antar satuan organisasi i’ lingkungan
Pemerintah Daerah serta Instansi lain “di luar Pemerintah
Daerah sesuai dengan tugas fungsi masing-masing.

(2) Setiap pemimpin sauen organisasi wa}ib mengawasi
bawahannya masmg masiig dan bila tCl’_]adl penyimpangan
agar mengambll { Tangkah-langkah yang dlperrukan

(3) Setlap /pemxmpm satuain orgamsa31 bertanggung jawab

/mermmpm dan mengkoormnasx bawahan masing-masing dan
mqrnbenkan 1')1mbmgan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya SIe

(4) Setiap pemxmpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan

/rncrnatuhl petunjuk dan Hertanggung jawab pada atasannya

- /masmg-masmg serta menyampaikan laporan berkala tepat
waktu.

(5) Setiap laporan yang diteriina oleh pimpinan satuan organisasi
dan bawahannya wajib dio ah dan dipergunakan sebagai bahan
untuk penyusunan laporar. lebih lanjut dan untuk memberikan
petunjuk kepada bawahan ya.

(6) Dalam menyampaikan lapran masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan
organisasi lain yang secasa fungsional mempunyai hubungan
kerja.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
P:sal 14

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari
Pegawai Negeri Sipi' sang memenuhi syarat atas usul
Sekretaris Daerah sesiai dengan peraturan perundang-
undangan.



(2) Sekretaris, Kepala Bidany;, Kepala Sub Bagian, diangkat dan
diberhentikan oleh Bupiti dari Pegawai Negeri Sipil yang
memenuhi syarat atas uiul Kepala Dinas melalui Sekretaris
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
ESEJ.ON JABATAN
Pesal 15

(1) Kepala Dinas merupakai Jabatan Eselon IIb atau Jabatan
pimpinan Tinggi Pratame.

(2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon Illa atau Jabatan
Administrator,

(3) Kepala Bidang merupakin Jabatan Eselon IlIb atau Jabatan
Administrator.
Kepala Sub Bagian car Kepala UPTD merupakan Jabatan
Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB IX T "
KETENTUAN LAIN-LAIN .~ -
J’asal 16 '

Bagan Struktur Organisasi Dmas sebagalmana tercantum dalam
lampiran yang merupakdr baglan tldak terp1sahkan dengan
Peraturan Bupaﬁx 1n1l . . i

A\

BAB XI
1L fKETENTl JAN PERALIHAN
’ - lasal 17

\\
- \\
\

N

R

(ﬁ)"‘Ee‘:_;a.tui’én Bupati ini mulei dilaksanakan pada saat dilakukan
B ““~pelantikan pejabat struktur il sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

" (2) Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi

berdasarkan Peraturan Btupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Orgnnisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember
sampai dengan dilaksanakinnya pelantikan pejabat berdasarkan
Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Jember Nomor 22 Tahun 20Z 1 tentang tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten
Jember Tahun 2021 Nomcr 22), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.



Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai ber'aku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuiya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
peda tanggal 3\ Degmber 2021

BUPATI JEMBER,
ttd

HENDY S

Diundangkan di Jember
pada tanggal 2\ Desemboer 2021 T

\
\
.

i\




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR t TAHUN 2021 .
TENTANG :  KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUCRAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIA &N &
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEMBER

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEMBER

KEPALA DINAS

— Sckretariat
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

T S

SRR S E— SR S—
~ Sub Bagian 1 Sub Bagian
Umum dan Kepeghwaian Perencanaan,
Ll [ ‘ ! Pelaporan dan Keuangan
L } l 1 (UL TS N =S
, I NI
| T T T
i! ] HAR——— _,,,nu_wl_*w,_, S
| A R VR N Bidang
Bidang -| b Bﬂd;‘ng; Lt I N I e Sarana dan Prasarana Industri dan
Perindustrian [ . NHerdagangap | [ Pordagangan |
" et Lt i A)“_,__ o — . ,.___;, S S — 1‘
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL , | )\‘ | KELOMPOK u;\qmv\u FFUNGSIONAL , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Hi VAR

BUPATI JEMBER,

ttd

/ - g b HENDY S
R Y
©" s Ir. MIRFANO

"Pembina Utania Madya
NIP. 19630215 199202 1 001




